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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2OO8

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONBSIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayar (3)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerinrahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

1

2

J.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repr_rblrl<
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubliI
Indonesia Tahun 2004 Nomor 12s, Tamuihan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44g7) sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor g nahun 2oo5tentang Penetapan peraturan pemerintah penggan rr

tndan-q-t{ndang Nomor 3 Tahun 2oos tentang perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun zSoq renrang
Pemerintahan Daerah Menjadi undang-undang (Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2oos Iio-o,. l08,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4s48);

Peratur,an Pemerintah Nomor 3 Tahun 2oo1 tentangLaporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah KepadiPemerintah, Laporan Keterangan pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan pir*.r.ira"-iiiU"t Daerah,dan Informasi Liporan penyerenggaraan pi"*.rir.,rahan
Daerah Kepada Masyarakat it "-i"r.r, lv"g"i" RepubrikIndonesia Tahun zo-oz Nomoi 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor +OgSl;

MEMUTUSKAN
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MEMUTUSKAN

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun I945.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan LlrLlsetn
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Deu,ar-r
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dar-r
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasn)'a
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194S.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkar
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, aLaLl
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsLlr
penyelenggara pemerintahan daerah.

93t_1." Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah yang Uertanggung jawab
atas pelaksanaan urusan pemerintahan ai OaJLfr,
Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah selanjutnya disingkat LppD adalah laporanatas penyelenggaraan pemerintahan daerah sera.naI (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana I(erja
Pembangunan Daerah lang disampaikan oleh kepaia
daerah kepada pemerintah,

Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adarahlaporan yang bempa - iniormasi p.r,y"i..,ggaraan
pemerintahan daerah selama I (satu) tahun ariggaran atau
akhir. masa jabatan yang disampaikan oleh teflaa daerah
kepada DPRD.

J
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8. Informasi
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8. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang selanjutnya disingkat ILPPD adalah informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
masyarakat melalui media yang tersedia di Daerah.

9. Kebijakan Daerah adalah arah dan/atau tindakan yang
diambil oleh kepala daerah dan DPRD baik sendiri-sendiri
maupun bersama yang dituangkan dalam peraturan
daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala
daerah, keputusan DPRD, atau keputusan pimpinan
DPRD.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun,

I l. Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode I (satu) tahun.

12. Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah
capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahar-r
daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasir,
manfaat, dan latau dampak.

I 3, Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
selanjutnya disingkat EppD adalah suatu proses
pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadapkinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,
kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan
kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerinrahar-r
pada Daerah yang baru dibentuk

14. Evaluasi Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daeralrselanjutnya disingkat EKFPD adalah suaru proses
pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadapkinerja penyele.nggaraan,pemerintahan daerah denga,r
menggunakan sistem pengukuran kinerja.

I5' Evaluasi Kemampuan penyelenggaraan otonomi Daer-arryang selanjutnya disingkat EKpbD adarah suaru proses
pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadapkemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yu;;meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayananumum, dan daya saing daerah.

16' Evaluasi Daerah otonom Baru yang seranjutnya disingkatED.B adalah evaluasi ierrriaap perkembangan
kelengkapan aspek-aspek penyelengg"i..r,' pemerinrahan
daerah pada daerah yang blru-dibe"tuf..

17, Sistem
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17. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan
untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara
sistematis dan berkesinambungan atas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

18. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif danlatau kualitatif yang terdiri dari unsur
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu kegiatan.

I9. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama
yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu
urusan pemerintahan.

20. Tim Nasional EPPD adalah tim yang membantu presider-r
dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara nasional.

2L Tim Daerah EPPD adalah tim yang membantu gubernur
selaku wakil Pemerintah dalam melaksanakan evaruasr
pemerintahan kabupaten/kota di wilayah provinsi.

22. Tim Penilai adalah tim yang membantu gubernur, bupati,
atau walikota dalam melaksanakan evaluasi terhadap
tataran pengambil kebijakan daerah dan evaluasr
terhadap tataran pelaksana kebijakan daerah.

23. Standar Pelayanan Minimal yang seranjutnya disingkar
SPM adalah ketentuan tentang jenis dan muiu pelal,anan
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal.

24. Dewan Pertimbangan otonomi Daerah yang selanjul.\,a
disingkat DPOD adalah dewan yang bertugas memberikansaran dan pertimbangan kepada preiiden terhaclap
kebijakan otonomi daerah,

25. otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kervajiban
daerah otonom untuk mengatur dan il.r.rgurrs sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

26. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas_
batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurusurusan pemerintahan dan kepentingan masyarar<at
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Repr,rbrik
Indonesia,

Pasal 2
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Pasal 2

(1) Pemerintah melakukan EPPD yang meliputi EI(PPD,
EKPOD, dan EDOB,

(2) EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kirrerja
berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik,

(3) EKPOD dilakukan untuk menilai kemampuan daeral-r
dalam mencapai tujuan otonomi daerah yang mclipurr
peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualiti.rs
pelayanan umum, dan kemampuan daya saing daerah.

(4) EDOB dilakukan untuk memantau perkembangan
kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan
daerah pada daerah yang baru dibentuk.

Pasal 3

EPPD dilaksanakan berdasarkan asas

a. spesifik;
b obyektif;
c. berkesinambungan;
d, terukur;
e. dapat diperbandingkan; dan
f. dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PELAKSANA EPPD

Pasal 4
(1) Dalam melakukan EppD secara nasional pr-csici..

membentuk Tim Nasional EppD,
(2) Dalam melakukan EppD kabupaten/kota Tim Nasior-ral

EPPD dibantu gubernur selaku wakir pemerinrair cri
wilayah provinsi.

(3) Untuk melakukan EppD sebagaimana dimaksr_rd paciir
ayat (2) gubernur membentuk Tim Daerah EppD.

Pasal 5

Tim Nasional EppD bertugas melaksanakan
a. EKPPD;

b. Er(POn
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b. EKPOD; dan

c. EDOB,

Pasal 6
'l'im Nasional EPPD terdiri atas:

a, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota;

b. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selakr-r
Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Menteri Keuangan sebagai anggota;

d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota,

e, Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota;

f. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/ I(epala Badan Perencanaan Pembangllnan
Nasional sebagai anggota;

g. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai anggora;

h, I(epala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembarrgllnan
sebagai anggota;

i. Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota; dan
j Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggora.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas EppD, Tim Nasional EppD
dibantu oleh Tim Teknis.

(2) Tim Teknis beranggotakan unsur-unsur dari Departemen
Dalam Negeri, Kementerian Negara pendayagunaan
Aparatur Negara, Departemen Keuangan, Deparlemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekretariai Negara,
Kementerian Negara perencanaan pembangr.,ur",
Nasional/Bappenas, Badan Kepegawaian Negara, Badar-r
Pengawasan Keuangan dan pembangunan, Badan pusar
Statistik, dan Lembaga Administrasi Negara.

(3) untuk membantu kelancaran tugas Tim Nasional EppD
dan Tim Teknis dibentuk Sekretariat Tim Nasional EppD
yang berkedudukan di Departemen Dalam Negeri,

(4) susunan Tim Teknis dan sekretariat Tim Nasional EppD
beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh Menteri Dalzrm
Negeri.

Pasal 8
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Pasal B

Tim Teknis dalam melaksanakan evaluasi dibantu para pul<rrr'
danlatau menugaskan lembaga independen yang kompe tcrr cli
bidang evaluasi pemerintahan daerah,

Pasal 9

(1) Tim Nasional EPPD dalam melaksanakan Lugasrrr ar

bersinergi dengan departemen/ lembaga pemcrirr irr Ir
nondepartemen.

(2) Tugas yang disinergikan meliputi:
a, evaluasi bidang urusan pemerintahan vertg

dilaksanakan oleh departemen/lembaga pemerinta).r
nondepartemen atas program dan kegiatan valrg
dilaksanakan SKPD; dan

b, pelaksanaan kajian serta klarifikasi terhadap dara dan
informasi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan
yang diselenggarakan oleh daerah provinsr dar-r
kabupaten/kota.

(3) Dalam melaksanakan kajian dan klarifikasi, Tim Nasior-:a]
EPPD bersama departemen/lembaga pemerintah
nondepartemen dapat menyelenggarakan survei kepuasan
masyarakat terhadap penyediaan layanan umum oleh
pemerintahan daerah.

Pasal 10

(1) Tim Daerah EPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
ayat (3) bertugas melakukan EKppD kabuparen/kota
dalam wilayah provinsi.

(2) EKPPD meliputi pengukuran dan pemeringkatan kiner.;a
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dalam
wilayah provinsi,

Pasal i 1

Tim Daerah EPPD terdiri atas:
a, Gubernur selaku penanggungjawab;
b' Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggora;
c' Kepala Inspektorat wilayah provinsi selaku Sekretaris

merangkap anggota;

d, Kepala Bappeda provinsi sebagai anggota;
e. Kepala Perwakilan BpKp sebagai anggota;

[, I(epalar
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L Kepala BPS Provinsi sebagai anggota; dan
g. Pejabat daerah lainnya.

Pasal 12

(1) Dalam pelaksanaan tugas EPPD kabupaten/kota dalan-r
wilayah provinsi, Tim Daerah EPPD dibantu oleh Tin'r
Teknis Daerah.

(2) Susunan keanggotaan Tim Daerah EPPD dan Tim Teknrs
Daerah beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh
gubernur,

Pasal 13

Untuk membantu kelancaran tugas Tim Daerah
gubernur membentuk Sekretariat Tim Daerah EPPD
berkedudukan di Inspektorat Wilayah Provinsi,

EPPD,

)'ang

Pasal l4
Tim Teknis Daerah dalam melaksanakan evaluasi dibantu para
pakar dan/ atau menugaskan lembaga independen ),ang
kompeten di bidang evaluasi pemerintahan daerah.

Pasal l5
Untuk kelancaran pelaksanaan EppD, pemerintah dan
pemerintatran daerah mengembangkan sistem informasi

BAB III

PELAKSANAAN EKPPD

Bagian Kesatu

Sumber Informasi EKppD

Pasal 16

(r ) Sumber informasi utama yang digunakan ,nLr_rk
melakukan EKppD adalah LppD.

(2) selain sumber informasi utama sebagaimana dimaksuclpada ayat (t) dapat digunakan iumber informasi
pelengkap yang dapat berupa:
a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD;
b. informasi keuangan daerah;

c, laporan
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c, laporan kinerja instansi pemerintah daerah;

d. laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan,
pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah;

e. laporan hasil survey kepuasan masyarakat [erhadap
Iayanan pemerintahan daerah;

f, laporan kepala daerah atas permintaan khusus;
g, rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala

daerah;

h, Iaporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga
independen;

i. tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD; dan
j Iaporan danlatau informasi lain yang akurat dan 3elas

penanggungjawabnya.

Bagian Kedua

Sasaran EKPPD

Pasal 17

Sasaran EKPPD meliputi tataran pengambil kebr.lakan daeral-r
dan tataran pelaksana kebijakan daerah,

Bagian Ketiga

Aspek Penilaian

Pasal 18

EI(PPD pada tataran pengambil kebijakan daerah sebagainrarir
dimaksud dalam pasal I7 meliputi aspek penilaian;
a. ketentraman dan ketertiban umum daerah;
b. keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerir.rLahar-r

daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan ducr-alr
dalam rangka pengembangan otonomi daerah;

c. keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dcr.rq.rr
kebrjakan Pemerintah;

d. efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DpltD;
c' sfektivitas proses pengambilan keputusan oleh DpRD

beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
f, elektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala

daerah beserta tindak ranjut peraksanaan keputusan;

g, ketaatan
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g. ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintarllar.r
daerah pada peraturan perundang-undangan;

h. intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik anLurrr
pemerintah daerah dengan masyarakat atas pene[apan
kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah;

i. transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dar-r
penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;

J intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan
sumber-sumber pendapatan asli daerah dan
pinj aman / obligasi daerah;

k. efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaar-r tata
usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan ApBD;

l. pengelolaan potensi daerah; dan

m. terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah,

Pasal 19

EKPPD pada tataran pelaksana kebgakan daerah sebagarmana
dimaksud dalam Pasal l7 meliputi aspek penilaian:
a. kebrjakan teknis penyelenggaraan urusan pemerinrahan,
b. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
c tingkat capaian SpM;

d, penataan kelembagaan daerah;
c. pengelolaan kepegawaian daerah;
l. perencanaan pembangunan daerah;
g pengelolaan keuangan daerah;
h. pengelolaan barang milik daerah; dan
i' pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakar.

Pasal 20
EKPPD bagi daerah yang memiriki status istimewa araLrdiberikan otonomi khusuJ, peniraian terhadap aspek-aspek
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g dan pasal 19 dilakukandengan mempertimbangkan keistimewaan atau kekhususan
daerah yang bersangkutan.

Bagian Keempat
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Bagian Keempat

Pelaksanaan EKPPD Oleh Pemerintah

Paragraf 1

EKPPD Tahunan

Pasal 2l
(1) Tim Nasional EPPD melakukan EKPPD provrnsr,

kabupaten, dan kota setiap tahun.
(2) EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan

pemerintahan provinsi, penentuan peringkat, da:.r
penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintairar-r
provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional.

(3) Tim Nasional EPPD dalam melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan provinsi melaksanakan:
a. pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan

cara menganalisis dan menginterpretasikan daLa
penyelenggaraan pemerintahan provinsi;

b, penentuan tingkat kinerja penyelenggaraar'l
pemerintahan provinsi dengan cara membandingkan
kinerja pemerintahan daerah satu dengan daerah t,ang
Iain;

c. penentuan capaian standar kinerja untuk setiap
urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh
pemerintahan provinsi;

d. penentuan peringkat dan status pemerintahan
provinsi;

e. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EKppD
pemerintahan provinsi kepada presiden melalui
Menteri Dalam Negeri;

f. pemberian umpan balik kepada pemerintahan provinsi
yang dievaluasi;

g, pengumuman hasil pelaksanaan EKppD pemerintahan
provinsi kepada masyarakat; dan

h' evaluasi terhadap LppD Akhir Masa Jabatan
Gubernur.

(4) Tim Nasional EppD dalam merakukan penenrua'
peringkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota
secara nasional melaksanakan:
a, kompilasi dan memproses lebih lanjut hasir EI(ppDkabuparel/k9ta yang disampaikan oleh guber.nur.

selaku wakil pemerintah,

b. analisrs
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b. analisis dan interpretasi data dan informasi penilaian

kinerja penyelenggaraan pemerintahar.r
kabupaten/ kota;

c. penentuan peringkat kinerja penyelenggaraan
pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secalr-r
nasional;

d. pelaporan hasil EKPPD penyelenggaraan pemerrr-rtahern
provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan

e, pengumuman peringkat penyelenggaraan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota
kepada masyarakat,

(5) Tim Nasional EPPD dalam melakukan penentuan starus
pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara
nasional melaksanakan:

a, Penghitungan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota;

b, Pengelompokan tingkat capaian kinerja ke dalam
kelompok berprestasi sangat tinggi, berprestasi tinggi,
berprestasi sedang, dan berprestasi rendah untuk
pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota;

c' Penentuan status setiap pemerintahan provinsi,
kabupaten, dan kota; dan

d' Penentuan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah berprestasi paling tinggi dan paling rendah.

(1)

(2)

pasal 22

Pelaksanaan tugas Tim Nasional EppD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (s) huruf a, huruf b,dan huruf c harus diseleiaikan-dalam bentuk Laporan
Hasil sementara EKppD provinsi oleh Tim Nasionai EppDpaling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

Laporan Hasil Sementara EKppD sebagaimana dimaksr-rdpada ayat (l) dilengkapi dengan rekomeiaasi.
Laporan Hasil sementara EKppD provinsi disampaikan
oleh Tim Nasional EppD kepada:
a' Presiden sebagai bahan untuk merakukan pembinaar-r

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerai provinsi;
dan

(3)

b, Guber-r-rLrr-
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b. Gubernur yang bersangkutan sebagai umpan balik
guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerinLahan
daerah provinsi,

(4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul b
wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam
Laporan Hasil Sementara EKPPD Provinsi.

Paragraf 2

trI(PPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

Pasal 23

(1) Pemerintah melakukan EKPPD Akhir Masa Jabatan
Kepala Daerah berdasarkan LPPD Akhir Masa Jabatan
Kepala Daerah bagi gubernur, bupati, dan walikota.

(2) Evaluasi diutamakan pada penilaian kebijakan umum
daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro,
penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan
tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya LppD
Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;

(4) Hasil evaluasi disampaikan oleh Tim Nasional
kepada Presiden disertai dengan penjelasan
kesuksesan dan hambatan dengan tembusan
pemerintahan daerah yang bersangkutan,

EPPD
faktor

kepada

Hasil evaluasi LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daera]-i
digunakan oleh pemerintahan daerah sebagai bahan
perbaikan perencanaan daerah untuk periode bJrikutnl,a.

Bagian Kelima
I'cl,l<sarnaan BI(PPD oleh Gubernur Selaku wakil pemerintah

, Pasal 24
(1) Tim Daerah EppD melakukan EKppD kabupaten clan l<orzr

dalam wilayah provinsi setiap tahun.
(2) EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyerenggaraarl

pemerintahan kabupaten dan kota, penentuan peringkat,dan penentuan status kinerja penyelenggaraarl
pemerintahan kabupaten, dan liota dalam \i,ira1,3|1
provinsi.

(3) Tim Daerah EppD dalam melakukan evaluasi terhacrerp

(s)

penyelenggaraan
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penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota
melaksanakan:

a. pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten dan kota
dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan
data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan
kota;

b. penilaian dan penentuan tingkat kinerja
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota
dengan cara membandingkan kinerja antar
pemerintahan kabupaten dan kota;

c. penilaian dan penentuan pencapaian standar kinerja
untuk setiap urusan pemerintahan yang
diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten dan
kota.

d. penentuan peringkat dan status pemerintahar-r
kabupaten dan kota.

e. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EI(ppD
pemerintahan kabupaten dan kota kepada presicicn
melalui Menteri Dalam Negeri;

f. penyampaian hasil pelaksanaan EKppD kepada
pemerintahan kabupaten dan kota yang dievaluasr
sebagai umpan balik, dan

g. pengumuman hasil pelaksanaan EI(ppD
masyarakat.

kepader

Pasal 25

frg^: sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 alral (3)
huruf a, huruf b, dan huruf c diselesaikan daram bcnrur<
Laporan Hasil sementara EKppD kabupaten/kota oleh rinrdaerah paling lama 6 (enam) bulan setelah tahr-rn
anggaran berakhir.
Laporan Hasil sementara EKppD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi.
Laporan Hasil Sementara EKppD kabupaten/ kotadisampaikan oleh gubernur kepada:
a' Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai bahanuntuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah kabupatenTkotaj dan
b' Bupati/walikota yang bersangkutan sebagai umpanbalik guna perbaikan kinerja penyeTenggaraan

pemerintahan daerah kabupaten/kota.

(2)

(3)

(4) Bupati/watikora
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(41 Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b wajib menindaklanjuti rekomendasi )'ang
tercantum pada Laporan Hasil Sementara EKPPD.

Pasal 26

(1) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksr-rd
dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e kepada Presiden melalur
Menteri Dalam Negeri paling lama 9 (sembilan) buian
setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Gubernur menyampaikan hasil pelaksanaan trl(PPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) hurul I
kepada bupati/walikota paling lama 9 (sembilan) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Gubernur mengumumkan hasil pelaksanaan EI(PPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) hurr-rl g

setelah Pemerintah menetapkan peringkat dan statLls
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 27

(1) Tim Nasional EPPD menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf d kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lanrir
I2 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir..

(2) Pemerintah menetapkan peringkat dan status kir-rcr-1a
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasion:rl
untuk provinsi, kabupaten, dan kota dengan Keputus.ut
Menteri Dalam Negeri.

(3) Peringkat kinerja ditetapkan dengan pengelompokar-r
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daeiah dalam
kelompok berprestasi sangat tinggi, berprestasi ringgi,
berprestasi sedang, dan berprestasi rendah masing-
masing untuk kategori:
a. pemerintahan daerah secara nasional;
b, pemerintahan provinsi;
c. pemerintahan kabupaten;
d. pemerintahan kota; dan
e. penyelenggaraan untuk setiap urusan pemerintahan

daerah,
(4) Berdasarkan peringkat kinerja sebagaimana dimakstrd

pada ayat (3) Pemerintah menetapkan:
a. 3 (tiga) besar penyerenggaraan pemerintahan pro'ir-rsr

)'ang
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yang berprestasi paling tinggi dan 3 (tiga) besar
penyelenggara pemerintahan provinsi yang berprestasi
paling rendah;

b. 10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintzrhan
kota yang berprestasi paling tinggi dan l0 (sepulr-rh)
besar penyelenggara pemerintahan kota vang
berprestasi paling rendah; dan

c. I0 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten yang berprestasi paling tinggi drrn
10 (sepuluh) besar penyelenggara pemennLahar.r
kabupaten yang berprestasi paling rendah.

(5) Penetapan peringkat kinerja penyelerrggarrlLin
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setiap tahun dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri,

(6) Penyerahan penetapan peringkat kinerja penyelenggltr'.rrur
pemerintahan daerah dilakukan oleh Presiden l<epadn
kepala daerah pada Hari Otonomi Daerah setiap rar-rg<a)
25 April.

Bagian Keenam

Pengukuran Kinerja

Paragraf 1

Sistem Pengukuran Kinerja

Pasal 28
(1) Sistem pengukuran kinerja dalam EI(ppD

mengintegrasikan pengukuran kinerja mandiri olel-:
pemerintahan daerah sendiri dengan plngukuran kinerja
oleh Pemerintah.

(2) Sistem pengukuran kinerja mencakup:
a. indikator kinerja kunci;
b. teknik pengumpulan data kinerja;
c, metodologi pengukuran kinerja; dan
d. analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja,

Pasal 29
Tim Nasional EppD menSrusun:

a, indikator kinerja kunci untuk menilai aspek pada tataranpengambil kebijakan daerah; dan

b. indikator
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b, indikator kinerja kunci untuk menilai aspek pada taLerrarr
pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urLlsan
pemerintahan,

Pasal 30

Indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud dalam pasal 29
huruf a, disusun berdasarkan aspek penilaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dengan mempertimbangkan:
a, kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi; dan
b. kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum.

Pasal 3 1

(l) Indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud pasal 29
huruf b disusun berdasarkan usulan indikator kinerja
kunci yang diterima dari menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nondepartemen.

(2) Penyampaian usulan indikator kinerja kunci sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan Deiember,

Paragraf 2
Pengukuran Kinerya Mandiri oleh pemerintahan Daerah

Pasal 32
(1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota

melakukan pengukuran kinerja mandiri unluk setiap
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.

(2) Pengukura
dilakukan
berakhir.

n kinerja sebagaimana dimaksud pada ayar (t )secara berkala setelah tahun anggaran

Pasal 33
Pengukuran kinerja mandiri dilakukan terhadappenyelenggaraan pemerintahan daerah paaa iuiur.', pengambirkebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah
9:"e-q" .menggunakan indikator kinerja k"";i i;;;'di;;;;Tim Nasional EppD sebagaimana dimaksud daram pasar 29.

Pasal 34
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Pasal 34

(i ) Untuk melakukan pengukuran kinerja mandiri,
gubernur/bupati/walikota membentuk tim penilai yang
dipimpin oleh sekretaris daerah.

(2) Susunan keanggotaan tim penilai ditetapkan dengan
keputusan gubernur/bupati/walikota setelah mendapat
pertimbangan dari pimpinan DPRD.

Pasal 35

Tugas tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) melakukan:

a, pengukuran kinerja pada tataran pengambii keb5akan
daerah;

b. pengukuran kinerja pada tataran pelaksana kebijakan
daerah;

c. pengkajian dan analisis hasil pengukuran kinerja; dan

d. pemeringkatan SKPD.

Pasal 36

( 1) Sasaran pengukuran kinerja pada tataran pengambil
kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 hurui a
adalah kinerja kepala daerah dan DpRD;

(2) Sasaran pengukuran kinerja pada tataran peraksana
kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b
meliputi kinerja seluruh SKpD;

(t)
Pasal 37

Dalam pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud derlu.'r
Pasal 36 ayat (I) tim penilai melakukan pengumpr,rlarrr
data kinerja kepala daerah dan DPRD clcngan
menggunakan aspek penilaian sebagaimana dinralisr-rrl
dalam Pasal 18.

(2) Dalam pengukuran kinerja sebagaimana dimaksr.rd dtrl.rrn
Pasal 36 ayat (2), tim penilai melakukan penglrrnpr-rruir
data terhadap kinerja sKpD dengan menggunrku,-., aspe l<

penilaian sebagaimana dimaksud dalam piJal 19.

Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud padi'i
ayat (1) dan ayat (21dikaji dan dianalisis.

(3)

Pasal 38
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Pasal 38

(1) Berdasarkan hasil kajian dan analisis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), tim penilai melakukan
evaluasi tahap akhir dengan membandingkan tingkat
capaian kinerja masing-masing SKPD dengan:
a. target kinerja yang direncanakan sebagaimana

termuat dalam Rencana Kerja SKpD;
b. target kinerja yang direncanakan sebagaimana

termuat dalam RKPD;
c, realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya; dan
d. seluruh realisasi kinerja SKPD.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayar ( i)
huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada kepala-r
daerah, DPRD, dan kepala SKpD.

(3) Kepala daerah, DPRD, dan kepaia SI(PD u.a.;rb
menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksr.rd
pada ayat (2) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di
masa yang akan datang,

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayar (l 
)huruf d digunakan sebagai dasar pemeringkatan krnerla

S KPD.

(5) Kepala daerah menetapkan hasil pemeringkatan kinerla
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 39
(1) Evaluasi pengukuran kinerja mandiri diselesaikan palrrs

lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun u.,ggu.on.
(2) IJasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyLrsLrra.

LPPD, LKPJ, IppD, EKPOD, dan laporan lainnya,

Pasal 40
Disamping tugas sebagaimana dimaksud daram pasar 35 timpenilai juga bertugas melakukan pengukuran kinerja rearisasiprogram dan kegiatan yang dilalisanLkan oleh sKpD sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pedoman pelaksanaan EKppD

Pasal 4 1

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaerr-r
EKPPD diatur daram peraturan Menteri Daram Negeri,

(2) Peraturan
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(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan paling lama 8 (delapan) bulan
sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB IV

PELAKSANAAN EKPOD

Pasal 42

Pemerintah melakukan EKPOD dalam hal:

a. hasil EKPPD suatu pemerintahan daerah masuk kelompok
berprestasi rendah selama 3 (tiga) tahun berturut-turr-rt;
dan

b. untuk kepentingan nasional.

Pasal 43

Untuk mendapatkan data awai tingkat kemanrpur-rrr
penyelenggaraan otonomi daerah, Tim Nasional EPPD
melakukan EKPOD terhadap seluruh provinsi, kabupaten derrr
kota secara bertahap mulai tahun 2008.

Pasal 44

Dalam melaksanakan EKPOD, Tim Nasional EPPD meiakukar-r:

a. pengumpulan data tentang pelaksanaan penyelenggar-aar-)
otonomi daerah;

b. analisis data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksr-rd
pada huruf a;

c, menginterpretasikan hasil analisis data; dan
d, pembandingan hasil evaluasi dengan hasil EI(POD

sebelumnya, dan/atau dengan patok banding masing-
masing aspek penilaian pada tingkat regional untuk
provinsi dan pada tingkat provinsi untuk kabupaten/kora.

Pasal 45

(1) BKPOD menggunakan aspek-aspek penilaian:
a. kesejahteraan masyarakat;
b. pelayanan umum; dan
c, daya saing daerah.

(2) Aspek-aspcI<
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(2) Aspek-aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan pemerinrah
ini,

Pasal 46
(1) Tim Nasional EPPD menyampaikan hasil EI(poD kepada

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk bahan
per[imbangan kebijakan penghapusan dan penggabr-rnqiln
daerah.

(2) I(etentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelal<sanaan
EI(POD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negc'i

(3) Tata cara penghapusan dan penggabungan suarlr dzrcr.,lr
diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah.

BAB V

PELAI(SANAAN EDOB

Pasal 47

(l) Tim Nasional EppD melaksanakan EDOB
pemerintahan provinsi yang baru dibentuk
menggunakan LppD Otonom Baru provinsi.

(2) Tim Daerah EppD melaksanakan
pemerintahan kabupaten/kota yang
dengan menggunakan LppD
kabupaten/ kota.

terhada p
denga r-r

EDOB terhadap
baru dibenttrlt

Otonom Barlr

(3)

(1)

PPOB sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1) dan a1,at (2)
dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) turan sekari,

pasal 4g
EDOB meliputi penilaian [erhadap aspek perken-:bangl-r]rpenyusunan perangkat daerah, pengisian perso,i),pengisian keanggotaan DpRD, p.r,ylt"r,ggaraan ur.usa.
ya..lib dan pilihan, pembiayaan, p.r,guli-hu' aser da.dokumen, pelaksanaan penetapan batas wila1,aft,penyediaan sarana dan prasana pemerintahan, danpemindahan ibukota bagi daerah yang itukotarl,adipindahkan.

(2) Hasil
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(2) Hasil EDOB untuk provinsi disampaikan kepada Presidcn
sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi khusus daeral-r
otonom baru, dan kepada pemerintahan provinsi \/ang
bersangkutan sebagai umpan balik,

(3) Hasil EDOB untuk kabupaten/kota disampaikan kepada
Presiden dan gubernur sebagai bahan pembinaan darr
fasilitasi khusus daerah otonom baru, dan kepada
pemerintahan kabupaten/kota yang bersangkutan sebagar
umpan balik,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaar-r
EDOB diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri,

Pasal 49

(1) Pembinaan dan fasilitasi khusus terhadap daerah otonon.r
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayar (2) clan
ayat (3) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak
pelantikan penjabat kepala daerah.

(2) Pembinaan dan fasilitasi khusus terhadap daerah orononr
baru dapat diberikan dalam hal:

a. penyusunan perangkat daerah;

b. pengisian personil;

c. pengisian keanggotaan DpRD;

d. penyusunan APBD;

e' pemberian hibah dari daerah induk dan pernberia.
bantuan dari pemerintahan provinsi;

i' pemindahan personil, pengalihan aset, pendanaan derr
dokumen;

g. penyusunan rencana umum tata ruang; dan
h' penguatan infrastruktur yang mendukung invesrasr

daerah.

(3) Pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksucj
pada ayat (2) untuk provinsi dilaksanakan oleh Menrerr
Dalam Negeri dan untuk kabupaten/kota dilaksanakan
oleh Menteri Dalam Negeri bersama gubernur.

(4) Dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri Dalam
Negeri berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga

BAB Vi
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BAB VI

TINDAK LANJUT EPPD

Pasal 50

(1) EKPPD dimanfaatkan sebagai:

alat identifikasi untuk
antarpemerintahan daerah
ketiga,

(2)

a. bahan penilaian dan penetapan tingkat pencapaian Spi\,I
atau target kinerja untuk setiap urusan pemerinrahar-r
yang diselenggarakan oleh daerah;

b, bahan pembinaan dan pengawasan Iebih lanjut [erhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. bahan pertimbangan Pemerintah dalam menerapl<an
kebijakan otonomi daerah;

d' dasar tindakan korektif terhadap kebijakan nasional
maupun daerah;

e, alat deteksi dini bagi pemerintah maupun
pemerintahan daerah dalam pelaksanaan program dan
kegiatan untuk memenuhi asas efektivitas dan
efisiensi;

f. alat identifikasi kebutuhan peningkaran
pengembangan kapasitas untuk mendukung
desentralisasi dan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat setempat;

g. umpan balik bagi pemerintah provinsi, dan
kabupaten/kota dalam upaya perbaikan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan baerah;

h' alat identifikasi pencapaian pemenuhan kebutuha,
masyarakat secara umum;

i. alat identihkasi pencapaian pemenuhan keburul-ra.
kelompok sasaran; dan

EKPOD dimanfaatlT sebagai bahan pertimbangan bagrPresiden terhadap kebrjakan otonomi daerah.

melakukan kerja sanrrl
dan/atau dengan piirak

bahan Pemerintah unrlrl<
fasilitasi khusus ke pardu

(3) trDOB dimanfaatkan sebagai
melakukan pembinaan dan
daerah yang baru dibentuk.

Pasal 5 i
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Pasal 51

(1) Pemerintah menindaklanjuti hasil EKPPD dengar-:
melakukan monitoring dan evaluasi.

(2\ Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:

a. monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh
pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang
berdasarkan hasil EKPPD menunjukkan berprestasi
rendah;

b. monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah;

c. monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah;

d. monitoring dan evaluasi aset pemerintahan daerah;
e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan

pemerintahan;

f. evaluasi kebijakan Pemerintah untuk mendukung
penyelenggaraan otonomi daerah; dan

g, evaluasi kepemimpinan daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman monitoring dan
evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(1)

(2)

Pasal 52

Departemen/lembaga pemerintah nondepartemen dapar
menindaklanjuti hasil EppD dengan melakukan
monitoring dan evaluasi sesuai te.,gur", urusan
pemerintahan di daerah,
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaima.a
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Mentcr-i
Dalam Negeri.

Pasal 53

(1) Pemerintah mengumumkan hasil
masyarakat meJalui media massa.

(2)

EPPD kepada

Pemerintah menyediakan akses informasi EppD kepada
masyarakat melalui teknologi informasi.
Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap hasii
EPPD kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(s)

BAB ViI
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BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 54

( I ) Pemerintah berdasarkan hasil
pembinaan dan fasilitasi dalam
kinerja pemerintahan daerah
pengembangan kapasitas daerah.

(2) Pengembangan kapasitas dapat berupa fasilitasi di bidang
kerangka kebrlakan, kelembagaan, dan sumber clava
manusia,

(3) Penyusunan program pengembangan kapasitas daeral-r
berpedoman pada kerangka nasional pengembangan
kapasitas yang diatur dengan peraturan presiden.

(1)

Pasal 55

Pembinaan kepada pemerintahan daerah dapat bcr-upar
penghargaan, pengembangan kapasitas, dan pemberran
sanksi,

(2) Pengembangan kapasitas dilakukan pemerintah terhaclap
kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD, SKPD, ke patla

!esa, perangkat desa dan Badan permusyawara[a. Dcsu,
fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana pela,r,ana,
dasar kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dar-r
permintaan daerah.

Pasal 56

(1)

EPPD melakukar-r
rangka peningkatar-:

melalui program

(2)

Penghargaan diberikan kepada pemerintahan daerah ),angberprestasi sangat tinggi dalam penyelenggu.^ui
peme.rintahan pro_vinsi, kabupaten, dan tcota seUagirnunu
dimaksud dalam pasal 27,

Penghargaan dapat berupa insentif, pubrikasi melarui
media massa, dan bentuk penghargaan lainnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaar:
diatur dalam peraturan Men[eri Oatam Negeri.

(3)

Pasal 57
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Pasal 57

(1) Pemerintahan Daerah yang berdasarkan hasil EKPPD
masuk kategori berprestasi rendah wajib memperbaiki dan
meningkatkan kinerja pemerintahan daerahnya.

(2) Departemen/ Iembaga pemerintah nondepartemen
melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah \/ang
berprestasi rendah sesuai dengan tugas pokok clan
fungsinya,

(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksuc-l pada
ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Nege ri.

Pasal 58

(1) Pemerintah dapat memberi sanksi kepada penvcrcnggar.r
pemerintahan daerah yang berprestasi rendah.

(2) Sanksi dapat berupa penangguhan dan/atau pembaLiil,n
suatu kebijakan daerah, pemberian sanksi adminrsLr.iiur,
penundaan pencairan dana perimbangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 59

( t ) Pelaksanaan EppD oleh pemerintah dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja negara,

(2) Pelaksanaan EKppD oleh pemerintahan dae rah
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belan3a
daerah,

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
EKPPD dilaksanakan mulai tahun 2
penyelenggaraan pemerintahan daerah tahundengan menggunakan aspek, fokus dan
diterapkan secara bertahap.

008 terhadap
anggaran 2007
indikator yang

Pasal 6l
Peraturan pemerintah ini
diundangkan,

mulai berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Februari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
peida tanggal 4 Februari 2008
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2OO8

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DABRAH

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahar-r
Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligul berkeu,ajibar-r
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusarl
pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan unrr:k
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakanielayanan umunr,
dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan poteisi, kekhasap,dan unggulan daerah yang dikelola secara demotratis, transpar-an d:rr.rakun tabel,

UnLuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah se Iakrrpenyelenggara urusan pemerintahan haius dapat memproses dar.rmelaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerir:raha1.ryang baik (Good Gouernance) sesuai dengan asas umum penyelenggar-aa.negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang' No,.nn,. 3lTahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.
Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban mengevaiuasi kinerja pemcr-irrrrlrri.daerah alau d.isebut sebagai tvaluasi i.rryet.r.gg.ruun f.,-,...,,..,rah.,daerah (EPPD) untuk irengetahui keberhasilan penyelengga f.,a.pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang aip.ror.n daer.alrdengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan, Tujuan Lrrerr.rdilaksanakannya evaluasi, adalah lntrlt,n*itui kinerja penyelenggar.a..pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerjaunt;k menduk,rrgpencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarka, prinsiptata kepemerintahan yant baik. EppD meriputi evaluasi ki.crjapenyelenggaraan pemerintuhan- daerah (EKppD), evaluasi kemarr-rpLr..penyelenggaraan otonomi daerah tBxpoot, ;;" evaluasi daerah oto^orrbaru (EDOB).

EI(PoD dilaksanakan apabila suatu daerah berdasarkan hasil DI(pl)l)menunjukan prestasi yang rendah ""t.*. 5 1tigal tahun berturuL-Lur.LrrEDOB dilaksanakan khuius bagi daerah ottnom baru dalam rangkamengevaluasi terhadap perkembangal penyiapan kerengkapan aspek_aspeI<penyeleng garaan pemerintahan daerah.'

I]KPI)D
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EI(PPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan
kepuLusan, yaitu I(epala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan
kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumbcr'
iniormasi utama EI(PPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain
itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber
inlormasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sisrem
informasi pemerintah, Iaporan pemerintahan daerah atas permintaar-r
Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggung.;au'abar-r
Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat.

EI<PPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang
dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah EPPD, serta
pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, sef
assessment) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk
sctiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkaL
kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan
kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka
mendorong kompetisi antardaerah dalam pelaksanaan otonomi daerah,

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimanfaatkan
sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangarl
kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dr,rrr
penggabungan suatu daerah serta untuk menilai dan menetapkan [rr-rgkarr
pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap LlrllsAn
pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

II PASAL DEMi PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (I)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi penyelenggar-aarl
urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan berdasarkar.,
asas otonomi dan asas tugas pembantuan.
Yang dimaksud dengan "tata kepemerintahan yang baik,, adajah
proses penciptaan lingkungan atau atmosfer keleirbagaan yang
memungkinkan adanya interaksi antarstrata pemerinL.han'dan

antara
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Pasal 3

Huruf a
Asas spesifik mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakar-r
secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraarl
pemerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan lain yang
diterima oleh Pemerintah.

Huruf b
Asas obyektif mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksarrakarr
dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan
tidak menimbulkan penafsiran ganda.

IJuruf c

Asas berkesinambungan mengandung pengertian bahs,a Dpl)l)
dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh
gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah clar.r
waktu ke waktu.

Huruf d
Asas terukur mengandung pengertian bahwa EppD diiaksanal<ar-r
dengan memanfaatkan data kuantitatif dan/atau kualitatil ),angdapat dikuantitatifkan, dan menggunakan alat ukur kuantitaril
sehingga hasilnya dapat disajikan J.."ru kuantitatif.

Huruf

1.!." dapat diperbandingkan mengandung pengertian bahwa EppDdilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja da.indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah,
Huruf f

Asas dapat dipertanggungjawabkan mengandung pengertian bar-r*.aEPPD menggunakan data dari LppD i"r,g dikirim oleh kc.paradaerah, dan diorah secara transparan, sehingga hasiln1,11 cia,ir r,d i pertan ggu n gj awa bkan.

antara pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan swasta/dlrnia
usaha) dalam suatu tata nilai yang baik,

Ayat (3)

Cukup jelas,

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasai -1
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Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (t)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Klarilikasi dilal<ukan dengan membandingkan data ciirn
informasi yang relevan pada setiap bidang ur-LrsAn
pemerintahan,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup.;elas

Pasal 1 1

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Hurul c
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Hurul c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas,

Hurul e

Cukup jelas.

FIuruf f

Cukup jelas,

Huruf g
Pejabat daerah lainnya meliputi
pemerintahan, keuangan, organisasi
kepegawaian, dan perlengkapan.

pejabat yang membidarngr
dan tata laksana, hukr-rrn,

Pasal l2
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal l5
Cukup jelas

Pasai 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "tataran pengambil kebijakan daerah,, adalal.rkepala daerah dan DPRD baik seiara-bersama maupun sendiri-senclir.idalam pembentukan peraturan Daerah, peraturan Kepala Daerah,Keputusan Kepala Daerah, Keputusan pimpinan DpRD, I(epr.rtr-rsa1rDPRD, atau Persetuiuan/l(esepikatan Ber.u*, antara l(epaiar Dae r.rrlrdan Pimpinan DpRD.

Yang dimaksud dengan "tataran pelaksana kebrlakan daera5,, 1d.rr.rlrSI(PD yang melaksanakan kebijakan daerah.

Pasirl 1S
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Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Efektivitas hubungan daiam bentuk antara lain konsultasi sL-ciu'rr
regular terhadap penetapan kebijakan publik yang stratcgis clrrr.r
relevan.

Huruf c
Cukup jelas,

Huruf d
Cukup jeias,

Huruf e

Cukup jelas,

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

I-luruf j
Cukup jelas.

IJuruf k
Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas,

Hurui b
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Huruf b

Cukup jelas.

FIuruf c

Yang dimaksud dengan "tingkat capaian sPM" adalah ukuriLr.r
kinerja pemerintahan terhadap realisasi tingkat capaian krncr_;ir
penyelenggaraan urusan wajib yang diselenggarakan oleh daerah.
Tingkat capaian usPM" diukur dengan indikator yang diterapkan
oleh Menteri/Pimpinan LPND,

Huruf d
Cukup jelas,

I-luruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup.;elas,

I Iuruf g

Cukup je las.

I-luruf h

Cukup jclas,

HururI i

Cukup..;elas.

[)asal 20

Cukup jelas

Pasal 2 1

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas,

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
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Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Avat (l)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "menetapkan peringkat kinerja dan status kinerla
penyelenggaraan pemerintahan daerah" adalah menetapkan urutan
(ranking) atas hasil penilaian kinerja setiap daerah dengan
memperbandingkan antara satu daerah dengan daerah larnnva
dengan angka rata-rata atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnva
secara nasional untuk masing-masing pemerintahan provinsi,
kabupaten, dan kota,

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud "pemerintahan daerah secara nasional" adalah
penetapan peringkat penyelenggaraan pemerintahan daeral-r
secara keseluruhan daerah tanpa memandang tingkatan daerah

FIuruf b

Cukup jelas,

Huruf c
Cukup je ias.

Huruf d

Cukup jelas,

Huruf e

Yang dimaksud dengan "untuk setiap urusan pemerintahar-r
daerah" adalah memperbandingkan tingkat kinerja antara satrr
pemerintahan daerah dengan pemerintahan daerah lainnyer
dengan menggunakan angka rata-rata secara nasional aralr
dengan hasil tahun sebelumnya.

Ayat (a)

Cukup jelas.

A) 5
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Avat (5)

Cukup jelas,

Ayat (6)

Cukup.;elas,

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 3 I

Ayat (I)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian indikator kiner.;a
dimaksudkan untuk mengakomodasi
sesuai perkembangan.

setiap bulan
kemungkinan

Desc nr irt':'
pe rlt btr h .r n

Pasal 32

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengukuran kinerja mandiri" adalah penrla13p
kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri (sel/assesrnerrr)
terhadap kinerja semua unsur organisasi pemerintahan daerah (kepala
daerah, DPRD, dan perangkat daerah)

Tim penilai dalam ketentuan ini tidak mempunyai hubur-rg:rr.rfungsional dengan Tim Nasional EppD dan Tim Daerah EppD. Tirrpenilai provinsi tidak mempunyai hubungan fungsional denga. rir.npenilai kabupate n / koLa.

Avit L (J )
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Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas,

Pasal 38

A1'at (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

Penyampaian hasil evaluasi kepada kepala daerah dimaksudi<r-u-r
sebagai bahan umpan balik guna perbaikan kinerja di masa yang
akan datang dan sebagai bahan pembinaan dan p..rgu*r.an SI(pD.
Penyampaian hasil evaluasi kepada DPRD dimaksudkan sebagar
bahan umpan balik guna perbaikan kinerja di masa yang akr-rn
datang dan sebagai bahan pengawasan kinlrja kepala daerah dar-r
S KPD.

Penyampaian kepada kepala SKPD dimaksudkan sebagai unrparpbalik guna perbaikan kinerja penyelengguru"ri urLrserrpemerintahan yang menjadi tanggung;awabnya
Ayat (3)

Cukup..1elas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40
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Pasal 40

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ketentr:an rnr
adalah peraturan perundangan-undangan yang berkaitan de nsirn
pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah,

Pasal 4 1

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasai 43

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

I-luruI c

Curkup jelas.

Ilurui d

Patok banding atau disebut juga benchmarlc.
Yang dimaksud dengan ,,regional,, adalah kawasan

Pasa} 45

A1,aL (1)

lintas provin sr

Masrng-masing aspek penilaian terdiri
penilaian, dan setiap fokus penilaian
atau beberapa indikator kinerja kunci,

Ayat (2)

Cukup jelas,

Pasal 46

Cukup jelas

dari sa[u atau ]cbrlt l.,i<rrs
direpresentasikarr olch sr I r l

Pasal -i ,;
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Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

AyaL (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembinaan dan fasilitasi secara khusus dapat berupa lasilirasi
pembangunan infrastruktur untuk mendukung kualitas pelat,anar-r
dasar kepada masyarakat, prasarana dan sarana pelai,ann,r
pemerintahan, dan/atau bimbingan teknis peningkatan l<iner-jzi
aparatur pemerintahan daerah, sesuai kemampuan pemeriltah

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas,

Pasal 50

Ayat (1)

I-luruf a

Cukup jelas

Hurul b

Cukup jelas

I-luruf c
Cukup jelas

IJuruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas,

Huruf f
Cukup jelas.

Hurul'g
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Hurui g

Cukup jelas.

I-lurul l-r

Cukup jelas.

Huruf i

I(elompok sasaran adalah individu dar-r/arau kclor:rir,,l.
masyarakat ),ang perlu mendapat manfaat atau hasil s(.(.,rr..r
langsung dari penyelenggaraan urusan pemerintahan d.tt'r'.r lr
tertentu, seper[i bidang kesehatan dasar, pendidikan dasrrr'.
infrastruktur, keLentraman dan ketertiban umllnt, c]rin
kependudukan.

Il uruf j

Cukup jelas.

A1,at (2)

I(ebrjakan otonomi daerah antara lain meliputr penghapusan ,i.ur
penggabungan suatu daerah.

A1,at (3)

Cukup jelas.

Pasal 5 I

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

AyaL (2)

Program Relggmbangan kapasitas daerah dapat berupapenyusunan kebijakan daerah, penempatan pejabai di daerah,
pe nyusunan programf kegiatan, penJrusunan organisasrpemerintahan daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan darraset daerah,

Ayar (3)
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasai 55

Cukup jelas.

Pasal 56

A1,at (1)

Cul<up jelas.

A1'at (2)

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai pendorong yang diber-rlt.rn
Pemerintah kepada daerah untuk iebiir meninlkatkan kincr.le
pemerintahan daerah

A1'aL (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup..;elas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4815
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LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONtrSIA
NOMOR :6Tahun2008
TANGGAL : 4 Februari 2008

ASPEK, FOKUS, DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
YANG DIGUNAKAN UNTUK EKPOD

HASIL AKHIR TUJUAN OTONOMI DAERAH
PARAMDTER INDIKATOR

PBNINGKATAN
KUALITAS MANUSIA

INDBX PBMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

FOKUS INDII(ATOR FORMULA
1. Keseiahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pertumbuhan
ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB {PDRB (t+r) - PDRB (t)} / PDRB (t) X 100%

Laju Inflasi b. Laju inflasi provinsi {lnf (t +1) - Inf (t)} / Inf (t) X 100%

c. PDRB per kapita PDRB

Penduduk pertengahan tahun

Ketimpangan
kemakmuran

d. Indeks Gini

e Pemerataan
pendapatan versi
Bank Dunia

I Indeks ketimpangan
Williamson (lndeks
Ketimpangan
Regional)

Pendapatan per kapita

k

G = 1- Lfp,(Fc, + Fr,-,)

Dimana:
fpi= frekuensi penduduk pada kelas

pendapatan ke i
Fc,= frekuensi kumulatif dari total

pendapatan pada pendapatan ke i
k = banyak kelas

Fc,-1= 1r"Lrensi kumulatif dari total
pendapatan pada kelas pendapatarl
kelas ke i

Pemerataan
pcndapatan

AN- D
l'Do - Q,-, -;-+ x q

I , - r ,-l
YD4=Persentase pendapatan yang dite rirrrr

oleh 40 %o penduduk lapisan ba*'ah
Qi- l=Persentase kumulatif pendapalan l<c r- l

Pi =Persentase kumulatif pendudtrk kc r

qi =Persentase pendapatan ke i

v, -n'.f, 1,,
lW=

Y
Tingkat kabupaten / kota
Y, = PDRB perkapita di kecamatan r

Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota
uduk di kecamatan if'=

I(ctimpangan regional

umlah

I-t

I

l



n = jumlah penduduk di kab/kota

Tingkat Provinsi
Y, = PDRB perkapita di kab/kota i
Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi
f, = jumlah penduduk di kab/kota i
n = jumlah penduduk di provinsi

2. Keseiahteraan Sosial
a Angka melek huruf

b. Angka rata-rata lama
sekolah

C Angka partisipasi
murni

d, Angka partisipasi
kasar

e Angka pendidikan
yang ditamatkan

Ke sehatan f. Angka kelangsungan
hidup bayi

g. Angka usia harapan
hidup

h. Persentase balita gizi
buruk

I(erniskinan Persentase penduduk
diatas garis
kemiskinan

Kepemilikan tanah J Persentase penduduk
yang memiliki lahan

Kesempatan kerja k. Rasio penduduk yang
bekerja

Penduduk bekerja

Angkatan kerja
I(riminalrtas

l. Angka kriminalitas
yang tertangani

Jumlah tindak kriminal tertangani dalam I tahun
.r 10000

Jumlah penduduk

PRESIDE N
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Per-rdidikan Pendudukusial5 th keatasdapatbaca tulis .., ^ylL)
Penduduk usia 1 5 th ke atas

Kombinasi antara
jenjang pendidikan
kelas yg diduduki,
ditamatkan.

partisipasi sekolah,
yang sedang dlalanr, ,

dan pendidikan )'ang

Banyaknya murid usia 7 - 12, l3 - 15, l6 - I 8 th 
..,., Un

Banyaknya penduduk usia 7-12, l3-15, l6-18 tlr

Banyaknya murid SD, SLTP, SLI'A 
., ,,,,,

Banyaknya penduduk usia 7-12, 13 -15, l6 -18 tlr

Penduduk tamat (< SD, SD, SLTP, SLTA, Unir,) 
,.,,,,,

Jumlah penduduk

(l - angka kematian bayi)

Perkiraan lama hidup rata-rata pcndrrcl r-rl<

dengan asumsi tidak ada perubahan pola
mortalitas menurut umur,

Jumlah balita gizi buruk
r00

Jumlah balita

(100 - angka kemiskinan )

Penduduk memi liki lahan
100

Jumlah penduduk

3, Seni
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3. Seni Budaya dan OIah Raga

Grup kesenian a Jumlah grup
kesenian

Jumlah grup kesenian Per 1 0.000 penduduk

Gedung kesenian b. Jumlah gedung
kesenian

Jumlah gedung kesenian Per 10.000
duk

Klub olahraga c Jumlah klub olahraga Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk

Gedung Olah Raga d. Jumlah gedung olah
raga

Jumlah gedung olah
penduduk

raga per 10.000

B ASPEI( PELAYANAN UMUM

1. Pela an Dasar
Jumlah murid usia pendidikan dasar 

..,,nnn
Jumlah penduduk usia pendidikan dasar

J urn lah sekolah pendidikan dasar,r..l 
0000

Penduduk usia pendidikan dasar

Jumlah guru pendidikan dasar
I 000

Jumlah murid pendidikan dasar

Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kclas
r 000

Jumlah murid pendidikan dasar

Jumlah murid usia pendidikan menengalr 
.r,ouu

Jumlah penduduk usia pendidikan menengah

Jumlah sekolah pendidikan rnenengah 
.t10000

Penduduk usia pendidikan menengah

Jumlah guru pendidikan menengah
.r'l 000

Jumlah murid pendidikan menengah

Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas

Jumlah murid pcndidikan menengah

Pendidikan

Kesehatan

e

satuan duduk

Penelidikan meneneah:

Rasio dokter per

Pendidikan dasar:
a. Angka partisipasi

sekolah

b. Rasio ketersediaan
sekolah/ penduduk
usia sekolah

c. Rasio guru/ murid

d. Rasio guru/murid
per kelas rata-rata

Angka partisipasi
sekolah

f. Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia
sekolah

g. Rasio guru terhadap
murid

h. Rasio guru terhadap
murid per kelas rata-
rata

Rasio posyandu per
satuan balita

Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per
satuan penduduk

k, Rasio Rumah Sakit
per satuan penduduk

Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu

Jumlah penduduk
rl 000

I 0000

r 000
Jumlah penduduk

Jumlah rumah sakit

Jumlah oosvandu.E-lnnn
Jumlah balita

Jumlah penduduk

Jumlah dokter

m. Rasio
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m. Rasio tenaga medis
per satuan penduduk

Jurnlah tenaga medis
xl 000

Jurnlah penduduk

I.ingkungan hidup n Persentase
penanganan sampah

o Persentase
penduduk berakses
air minum

p. Persentase luas
permukiman yang
tertata

Volume sampah yang ditangan i
100

Volume produksi sanrpalr

Penduduk berakses air minurrt
.v100

Jumlah penduduk

Luas area pennukiman tertata
,r100

Luas area permukiman keseluruhan

Sarana dan Prasarana
Urnum

q. Proporsi panjang
jaringan jalan dalam
kondisi baik

r. Rasio jaringan irigasi

Rasio tempat ibadah
per satuan penduduk

t. Persentase rumah
tinggal bersanitasi

u Rasio tempat
pemakaman umum
per satuan penduduk

Rasio tempat
pembuangan sampah
(TPS) per satuan
penduduk

w. Rasio rumah layak
huni

x Rasio permukiman
layak huni

Panjang jalan kondisi baik

Panj ang j alan seluruhnya

Panjang saluran irigasi

Luas lahan budidaya pertanian

Jumlah tempat ibadah 
.r1000

Jumlah penduduk

Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi

Jumlah rumah tinggal
.r'100

Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum
.r 1000

Jumlah penduduk

Jumlah daya tampung TPS
xl 000

Jumlah penduduk

Jumlah rumah layak huni

Jumlah penduduk

Luas pemukiman layak huni

Luas wilayah permukiman
Penataan ruang y. Rasio ruang terbuka

hijau per satuan luas
wilayah ber
HPL/HGB

z. Rasio bangunan ber-
IMB per satuan
bangunan

Luas ruang terbuka hijau
Luas wilayah ber HPL/HGB

Jumlah bangunan ber - IMB
Jumlah bangunan

Perhubungan aa. Jumlah arus
penumpang angkutan
umum

ab. Rasio ijin trayek

Jumlah arus penumpang angkutan umum
yang masuk/keluar daerah

Jumlah ijin trayek yang dikeluarkar

Jumlah penduduk

ac. Jumlah
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ac. Jumlah uji kir
angkutan umum

ad. Jumlah pelabuhan
laut/ udara/ terminal
bis

Jumlah uji kir angkutan umum

Jumlah pelabuhan Iaut/udara/terminal bis

2, Pelayanan Penunjang
I)enanaman modal a. Jumlah investor

berskala nasional
(PMDN/PMA)

b. Jumlah nilai investasi
berskala nasional
(PMDN/PMA)

c. Rasio daya serap
tenaga kerja

Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/PMA)

Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/l'}lvlDN

Jumlah seluruh PMA/PMDN

KLIKM d. Persentase koperasi
aktif

e Jumlah UKM non
BPR/LKM UKM

f. Jumlah BPR/LKM

Jumlah koperasi aktif
xl00

Jumlah seluruh koperasi

Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM

Jumlah BPR/LKM aktif

Kependudukan dan
calatan sipil

g. Rasio penduduk
berKTP per satuan
penduduk

h, Rasio bayi berakte
kelahiran

Rasio pasangan
berakte nikah

Jumlah penduduk usia > l7 yang berKTP

Jumlah penduduk usia > l7 atau telah rnerrikah

Jumlah bayi lahir yang mempunyai akte kelah i rar.

Jumlah keseluruhan bayi lahir

Jumlah pasangan nikah berakte nikah

Jumlah keseluruhar pasangan nikah

Ketenagakerjaan j, Angka partisipasi
angkatan kerja

k. Angka sengketa
pengusaha-pekerja
per tahun

Angkatan kerja 15 tahun ke atas
.rl 000

Jurnlah penduduk usia l5 tahun ke atas

Jumlah sengketa pengusaha pekerja
.v I 000

Jumlah perusahaan

[)emberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak

I Persentase partisipasi
perempuan di
lembaga pemerintah

m. Partisipasi
perempuan di
Iembaga swasta

n. Rasio KDRT

Persentase jumlah
tenaga kerja dibawah
umur

o

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah

Jumlah pekerj a perempuan

Pekerja perempuan di lembaga swasta
.r100

Jumlah pekerja perempuan

Jumlah KDRT
.v1000

Jumlah rumah tangga

Pekerja anak usia 5 - l4 tahun rl 00

.r100

Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas

I(B
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KB dan KS p. Rata-rata jumlah
anak per keluarga

q. Rasio akseptor KB

Jumlah anak

Jumlah keluarga

Jumlah akseptor KB
xl 000

Jumlah pasangan usia subur
Komunikasi dan
inlbrmatika

r Jumlah jaringan
komunikasi

S Rasio wartel/warnet
terhadap penduduk

t. Jumlah surat kabar
nasional/ lokal

u Jumlah penyiaran
radio/TV Iokal

Jumlah jaringan telepon genggam/ stasioner

Jumlah wartel/warnet
.r1000

Jumlah penduduk
Jenis surat kabar nasional/lokal yang masr.rl<
ke daerah

Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke
daerah

Pertanahan Persentase Iuas lahan
bersertifikat

Jumlah luas lahan bersertifikat
xl 00

Jumlah luas wilayah

Pemberdayaan
masyarakat dan desa

w. Rata-rata jumlah
kelompok binaan
lembaga
pemberdayaan
masyarakat (LPM)

x. Rata-rata jumlah
kelompok binaan PKK

y, Jumlah LSM

Jumlah kelompok binaan LPM

Jumlah LPM

Jumlah kelompok binaan PKK

Jumlah PKK

Jumlah LSM yang aktif
Pe rpu stakaan z. Jumlah

perpustakaan

aa. Jumlah pengunjung
perpustakaan per
tahun

Jumlah perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Penyelenggaraan
Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat

ab. Rasio jumlah Polisi
Pamong Praja per
10.000 penduduk

ac. Jumlah Linmas per
Jumlah 10.000
Penduduk

ad. Rasio Pos Siskamling
per jumlah
desa/kelurahan

Jumlah polisi pamo ng praJa
x I 0000

Jurnlah penduduk

Jumlah Linmas
x I 0000

Jumlah penduduk

Jumlah pos siskamling

Jum lah desa/ke luraharr

[)ernuda dan olahraga ae, Jumlah organisasi
pemuda

af. Jumlah organisasi
olahraga

ag. Jumlah kegiatan
kepemudaan

ah, Jumlah kegiatan
olahraga

Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi olahraga

Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan olahraga

C, ASPEI(
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C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Produktivitas total
daerah

I)enataan wilayah

d. Dihitung
produktivitas daerah
setiap sektor pada 9
sektor:
l) Pertanian
2l Pertambangan

dan penggalian
3) Industri

pengolahan
4\ Listrik
5) Bangunan
6) Perdagangan
7) Pengangkutan

dan komunikasi
B) Keuangan
9) Jasa

nilai tambah seluruh sektor per angkatan
kerja

Nilai tambah sektor ke - i

Jurnlah angkatan kerja

dimana i= sektor I s/d sektor 9

l. Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran konsumsi
rumah tangga per
kapita

a. Angka konsumsi RT
per kapita

Total pengeluaran RT

Jumlah anggota RT

indeks yang diterima petani (lt)

indeks yang dibayar petani (lb)
x 100NTP =

Nrlai tukar petani b, Perbandingan faktor
produksi dengan
produk

c Persentase Konsumsi
RT untuk non pangan

Total pengeluaran RT non - pangan

Total pengeluaran
x 100%

Pengeluaran konsumsi
non pangan perkapita

2. Fasilitas Wilayah/lnfrastruktur
Aksesibilitas daerah Rasio panjang jalan

per jumlah
kendaraan

b. Jumlah orang/
barang yang terangkut
angkutan umum

c. Jumlah
orang/barang melalui
dermaga/ bandara/
terminal per tahun

a

Jumlah orang/barang yang terangkut
angkutan umum

Jumlah orang/barang melalui dermaga/
bandara /terminal per tahun

Panjang jalan

Jumlah kendaraan

d. Ketaatan terhadap
RTRW

e. Luas wilayah
produktif

f. Luas wilayah industri
g. Luas wilayah

kebanjiran
h. Luas wilayah

kekeringan
i. Luas wilayah

perkotaan

Realisasi peruntukan Rencana Tata Ruong
Witagah -RTRW/ Rencana Peruntukan

Jurnlah luas keseluruhan wil.budidaya

i= wilayah produktif, industri, kebanliran,
kekeringan dan perkotaan

x 100
Jumlah luas wi ke-i

FasiItas



Fasilitas bank dan non
bank

j. Jenis dan jumlah
bank dan cabang-
cabangnya

k. Jenis dan jumlah
perusahaan asuransi
dan cabang-

Jumlah dan jenis bank dan cabang-
cabangnya

Jumlah dan jenis perusahaan asuransi dan
cabang-cabangnya

Ketersediaan air bersih L Persentase Rumah
Tangga (RT) yang
menggunakan air
bersih

Jumlah RT menggunakan air bersih
xl00

Jumlah RT

Irasilitas listrik dan
tr:lr:pon

m. Rasio ketersediaan
daya listrik

Persentase rumah
tangga yang
menggunakan listrik

Persentase penduduk
yang menggunakan

n

o

HP tel n

umlah restoran
p. Jenis, kelas, dan

Ketersediaan
pe nginapan

q. Jenis, kelas, dan
jumlah penginapan/
hotel

3. Iklim Berinvestasi
Keamanan dan
ketertiban

Angka kriminalitas

b, Jumlah demo

a

Lama proses
Inan

cKcmudahan perijinan

Pengenaan pajak
daerah

d, Jumlah dan macam
pajak dan retribusi
daerah

Jumlah
daerah

dan macam pajak dan retribusi

Perda e Jumlah Perda yang
mendukung iklim
usaha

a yang mendukung iklim usahaJumlah Perd

Status desa f. Persentase desa
berstatus
swasembada
terhada total desa

Jumlah desa/kelurahan berswasembada
x 100

Jumlah desa/kelurahan

4. Sumber Daya Manusia
Kuillitas tenaga kerja a san

s I /s2lS3
Rasio lu Jumlah lulusan S l/S2lS3

Jumlah penduduk
x I 0000

'l'ingkat
ketr:rgantungan

b. Rasioketergantungan Penduduk usia < l5 th + usia > 64

Pendudukusial5-64
x 100
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I(ctcrsediaan restoran

Daya listrik te rpasang

Jurnlah kebr.rtuharr

Jurnlah Rumah Tangga men ggunakan Iistrik
xl00

Jurnlah Rumah Tangga

Jurnlah penduduk men ggunakan HP/tclpon
r 100

Jumlah penduduk

Persentase jumlah restoran menurut jerrrs
dan kelas
Persentase jumlah penginapan / hotel
menurut jenis dan kelas

Jumlah tindak kriminal yang terjadiselarna I tahun
x 1000()

Jurnlah penduduk seluruhnya

Jumlah demo dalam 1 tahun
Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)

PENJELASAN
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PENJELASAN TEKNIS
ASPEK, FOKUS, DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

YANG DIGUNAKAN UNTUK EKPOD

Agar tidak menimbulkan salah tafsir dan salah pengukuran, di bau'ah ini
clr';elaskan aspek-aspek beserta fokus dan indikatornya yang digunakan untuk
mengukur tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Tujuan akhir otonomi daerah: ditunjukkan dengan parameter tinggi kuaiitas
manusia yang secara internasional diukur dengan indeks pembangunan
manusia tipUl, Dalam EKPOD, IPM ini digunakan untuk mengecek apakah
aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan
otonomi daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek-aspeknya adalah :

A ASPEK KESBJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat
regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan
suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu
tertentu. PDRB dibentuk melalui berbagai sektor ekonomi yang
mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri
pengolahan; listrik, B&s, dan air bersih; konstruksi; perdagangan,
restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; Iembaga
keuangan; dan jasa-jasa lainnya.

b. Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan
kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang
berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi
didasarkan pada Indeks harga konsumen (lHK) secara sampel di 45
kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas yang dihitung
berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH). Angka
inflasi disajikan pada tingkat provinsi.

c. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional neto atas
dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional
pertengahan tahun.

d. Indeks Gini merupakan koefisien yang didasarkan pada kurva lorenz,
yaitu sebuah kurva pendapatan kumulatif yang membandingkan
distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan
distribusi unifurm (seragam) yang mewakili persentase kumulatif

penduduk .
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penduduk. Koefisien gini didefinisikan sebagai A/(A+B), jika A=0
koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, jika B=0
koefisien gini akan bernilai I yang berarti ketimpangan sempurna.

e. Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan
yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan
penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan.
4O%o penduduk berpendapatan rendah; 4Oo/o penduduk berpendapatan
menengah, dan 2Oo/o berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan
diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk
dari kelompok yang berpendapatan 4Oo/o terendah dibandingkan total
pendapatan seiuruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan
sebagai berikut:

1) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk
kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh
penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan
pendapatan tinggi.

2) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk
kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh
penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan
p end ap at an s e d ang / meneng ah.

3) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk
kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh
penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan
pendapatan rendah.

f. Indeks ketimpangan Williamson (lndeks Ketimpangan Regional),
adalah indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan
antarkecamatan di suatu kabupaten/kota atau antarkabupaten/kota
di suatu provinsi dalam waktu tertentu.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

g. Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15
tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin
atau lainnya.

h. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang
dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh
semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani,

i. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia anLara 7
hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan
SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18
tahun.

j. Angka
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tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk
berusia 7 hingga 18 tahun.

k, Angka pendidikan yang ditamatkan adalah menyelesaikan pelajaran
pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah
negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat
belajar/ ijazah.

l. Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup
sampai dengan usia l tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-
angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah
kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per
1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

m. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama
hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola
mortalitas menurut umur.

n. Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi
gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi
dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat
berdasarkan standar WHO/ NCHS.

o. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan
menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan
adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap
jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis
kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per
kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-
kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh
individu untuk hidup layak.

p. Persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan adalah
perbandingan jumlah penduduk yang memiliki lahan terhadap jumlah
penduduk dikali 100.

q. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk
yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja, Jika yang tersedia
adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan
adalah = (1 - angka pengangguran).

r. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal olel-r
aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas l,ang
ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani
selama I tahun terhadap 10.000 penduduk.

3. Pokus Seni Budaya dan Olah Raga

s. Jumlah grup kesenian adalah jumlah
penduduk.

grup kesenian per 10.000

t, Jumlah
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t. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000
penduduk.

u. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000
penduduk.

v. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10,000
penduduk.

B ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Fokus Pelayanan Dasar

Pendidikan dasar

a. Angka partisipasi sekolah adalah jumlah murid kelompok
pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang
menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk
pendidikan dasar.

usla
masih

usia

b. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan
dasar per 10000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini
mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk
usia pendidikan dasar.

c. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan
dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini
mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga
untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai
mutu pengajaran.

d. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru
pendidikan dasar per kelas per 1,000 jumlah murid pendidikan dasar.
Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.
Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas
terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Pendidrkan menensah

e. Angka partisipasi sekolah adalah jumlah murid kelompok usia
pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh
pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan
menengah,

f. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan
menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.
Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua
penduduk usia pendidikan menengah.

g, Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan
menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini

mengindikasikan
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mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga
untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai
mutu pengajaran.

h. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru
pendidikan menengah per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan
menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar
per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per
kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

i. Rasio posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000
balita.

j Rasio puskesmas, poliklinik, pustu terhadap penduduk adalah
jumlah puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk.

k. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit
per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan iasilitas
rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

l. Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000
penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk
terhadap tenaga dokter.

m. Rasio tenaga medis per jumlah penduduk adalah jumlah tenaga
medis per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses
penduduk terhadap tenaga medis.

n. Persentase penanganan sampah adalah proporsi volume sampah yang
ditangani terhadap volume produksi sampah.

o, Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah
penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah
penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih
meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM,
pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang
cukup sesuai standar kebutuhan minimal.

p. Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area
permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana
tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman
keseluruhan.

q Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang
jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara
keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini
mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

r, Rasio jaringan irigasi adaiah perbandingan panjang jaringan irigasi
terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi
jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan
ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

s. Rasio



S Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah
ketersediaan tempat ibadah per 1.000 jumlah penduduk.

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal

bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal.
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pada besaran
diinvestasikan

rupiah dari
baik PMDN

api/ kapal
I (satu)

proyek-proyek
maupun PMA

t

u Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah
jumlah daya tampung tempat pemakaman umum per 1.000 jumlah

penduduk.

v. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

adalah jumlah d^yu tampung tempat pembuangan sampah per I '000
jumlah penduduk.

w. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak

huni dengan jumlah Penduduk.

x, Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman

layak huni dengan iuas wilayah permukiman secara keseluruhan'

Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni

terhadap keseluruhan luas pemukiman'

y. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah adalah

perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas keseluruhan

lahan yang diberikan HPLIHGB.

z. Rasio bangunan ber-lMB per satuan bangunan adalah perbandingan
jumlah bangunan ber-lMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang

ada.

aa. Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta
laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama

tahun.

ab. Rasio rjin trayek adalah perbandingan jumlah rjin trayek yang

dikeluarkan selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk.

ac. Jumlah uji kir angkutan umum selama 1 (satu) tahun'

ad. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis yang diukur berdasarkan
jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis.

2. Fokus Pelayanan Penunjang

a. Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek penanaman
modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama I (satu)

tahun.

b. Nilai investasi merujuk
penanaman modal yar,g
selama I (satu) tahun.

c. Rasio
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c. Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga
kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap jumlah
seluruh PMDN dan PMA.

Penanaman modal terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Data bersumber dari Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Data PMA/PMDN yang
dimaksud mengenai proyek-proyek penanaman modal yang disetujui
pemerintah tidak termasuk sektor minyak, asuransi, dan perbankan.

d. Persentase koperasi aktif adalah proporsi jumlah koperasi aktif
terhadap jumlah seluruh koperasi.

e. Jumlah UKM non BPR ILKM dihitung berdasarkan jumlah yang aktif.

f. Jumlah BPR/ LKM dihitung berdasarkan jumlah yang aktif.

Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) untuk mengetahui fasilitas
perkreditan yang diberikan pada usaha kecil menengah. Fasilitas
perkreditan ini mencakup keberadaan dari jumlah koperasi aktif,
jumlah UKM non BPR ILKM serta jumlah BPR/ LKM.

g. Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia
17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17
tahun ke atas atau telah menikah.

h. Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir
dalam I tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada
tahun yang sama.

i, Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan
nikah dalam 1 tahun yang berakte terhadap jumlah keseluruhan
pasangan nikah pada tahun yang sama.

Kependudukan dan catatan sipil untuk mengetahui masalah
kependudukan yang terkait dengan tertib administrasinya.
Administrasi kependudukan mencakup kartu tanda penduduk (KTP),
akte kelahiran, dan surat-surat nikah.

j Angka partisipasi angkatan kerja (TPAK) per tahun adalah jumlah
angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per 1.000 jumlah penduduk usia
15 tahun ke atas. Angka ini menggambarkan jumlah angkatan kerja
dari keseluruhan penduduk.

k. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun adalah jumlah sengketa
yang terjadi per 1.000 jumlah perusahaan. Angka ini mengindikasikan
hubungan antara pengusaha sebagai pemilik modal dan pekerja
sebagai penyedia jasa tenaga, semakin tinggi sengketa antara
pengusaha dengan pekerja menunjukkan adanya ketidakharmonisan
yang berakibat pada penurunan investasi.

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah
proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap
jumlah seluruh pekerja perempuan.

m. PersenLasr
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m. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi
perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah
seluruh pekerja peremPuan,

n. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode

i (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: perlu akses seluas-
Iuasnya tlrhadlp perempuan untuk berperan aktif di semua bidang
kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan
gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari
partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta,

besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)'

o. persentase tenaga kerja di bawah umur adaiah proporsi pekerja anak
usia 5 - 14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Hal

ini mengindikasikan masih belum ada perlindungan anak' Anak
dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak
dieksploitasi,

p, Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan
jumlah keluarga.

q. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode I (satu)

tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama'

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: untuk mengetahui tingkat
partisipasi pasangan usia subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka
partisipasi kg (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah
penduduk.

r, Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi
baik telepon genggam maupun stasioner.

s. Rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet
per 1.000 penduduk.

t. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar
terbitan nasional/lokal yang masuk ke daerah.

u. Jumlah penyiaran radio/TV adalah banyaknya penyiaran radio/TV
nasional maupun lokal yang masuk ke daerah.

Komunikasi dan informatika: media yang dapat digunakan untuk
memudahkan setiap orang berkomunikasi, menambah pengetahuan
serta sebagai sarana hiburan. Indikator yang digunakan untuk
mengukur kemudahan setiap orang berkomunikasi yakni tersedianya
jaringan telepon, jumlah wartel, jumlah surat kabar, stasiun radio/TV,
dan pos.

v. Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan
bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan.

Indikator
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Indikator pertanahan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai
kepastian dalam kepemilikan tanah.

w. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat
(LPM) adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun
dibagi dengan jumlah LPM.

x. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok
binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK.

y. Jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dihitung berdasarkan
jumlah LSM aktif .

z. Jumlah perpustakaan.

aa. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

ab. Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk.

ac. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk.

ad. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan
jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah
desa/kelurahan.

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat: untuk
memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Ukuran
yang digunakan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat adalah
rasio polisi pamong praja terhadap setiap 10.000 penduduk, jumlah
Linmas setiap 10.000 penduduk serta tersedianya pos siskamling per
desa/kelurahan atau sebutan lain.

ae. Jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun
pengukuran.

af. Jumlah organisasi olahraga yang aktif sampai dengan tahun
pengukuran.

ag. Jumlah kegiatan (event) kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun,

ah. Jumlah kegiatan (event) olahraga dalam periode 1 (satu) tahun.

C, DAYA SAING DAERAH

1, Fokus Kemampuan ekonomi daerah

a Angka konsumsi RT per kapita adalah rata-rata pengeluaran
konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan
pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per
jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan
termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan
makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah,
dan sebagainya.

b. Perbandingan
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perbandingan faktor produksi dengan produk yang mengga.mbarkan

nilai tukar petani adalah perbandingan . 
antara indeks yang

diterima (lt) petani dan dibayai (Ib) petani. Nilai T\rkar Petani (NTP)

*.rupakan' salah satu indikator yang berguna untuk mengukur

ti"gf.lt kesejahteraan petani, karena mengukur kemampuan tukar

fro?* (komoditas) ylrrg dihasilkan/dijual petani dibandingkan

i""gu" produk yang dib..trhk.t petani baik untuk proses

proiuksi lusaha) maufun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP

lebih besar dari loo maka periode tersebut relatif lebih baik

Jiuandingkan dengan periode tafiun dasar, sebaliknya jika NTP lebih

kecil dari-l00 berarti terjadi penurunan daya beli petani'

persentase konsumsi RT untuk non pangan adalah proporsi total

pengeiuaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total

pengeluaran.

Produktivitas daerah per sektor (9 sektor) merupakan jumlah PDRB

dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor

,."g bersangkutan. PDRB aitritung berdasarkan 9 (sembilan) sektor'

2. Fokus Fasilitas Wilayah/lnfrastruktur

a, Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan

panjang jaian terhadap jumlah kendaraan'

b. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode

1 (satu) tahun.

c. Jumlah orangfbarang melalui dermaga/bandara/terminal dalam

periode 1 (satu) tahun.

d. Ketaatan terhadap RTRW merupakan realisasi luas wilayah sesuai

dengan peruntuk.rrpy^ dibagi dengan luas wilayah yang direncanakan

sesuai dengan RTRW.

e. Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah

produktif ierfraiap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan

RTRW.

f. Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan

Industi terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan

RTRW.

g. Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjrr

terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW'

h. Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap
luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW'

i. Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah
perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan

RTRW.

d

j. Jenis .
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j. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya.

k, Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya.

L Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank
dan cabang-cabangnyd, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi
dan cabang-cabangnya.

m. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah
proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih terhadap
jumlah rumah tangga.

n. Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya Iistrik
terpasang terhadap jumlah kebutuhan.

o. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan
proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya
penerangan terhadap jumlah rumah tangga.

p. Persentase penduduk yang menggunakan HP/teiepon adalah proporsi
jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah
penduduk.

q. Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas.

r, Persentase jumlah penginapan/hotel menurut jenis dan kelas.

3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk
korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun.

b, Jumlah demo adalah jumlah demo yang terjadi dalam periode I (satu)
tahun.

c. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan
untuk memperoleh suatu perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait
dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak
memerlukan waktu yang lama.

d. Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan
jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang
mendukung iklim investasi.

e. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha.

f. Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total
desa/kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan
berswasembada terhadap jumlah desa/ kelurahan.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan
menjadi 3, yakni swadaya (tradisional); swakarya (transisional); dan
swasembada (berkembang) .

4. Fokus
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4. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Rasio lulusan S1/52/53 adalah jumlah lulusan S1/52l33 per 10.OOO
penduduk,

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat
pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang
ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas
tenaga kerjanya.

b. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia
<15 tahun dan >64 tahun terhadap jumiah penduduk usia 15 - 64
tahun.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban
yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif
terhadap penduduk yang tidak produktif.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
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